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. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja
kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pera'--' aran Nagan adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dan Permusyawaratan Nagari.
h P I"abat Pemenntah Nagari yang mempunyai







Pasal 5
(1) Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur
staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang
Administrasi Pemerintahan. -
(2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam
melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan
tugas-tugas Kepala Urusan.

(3] Sektetans Nagan dalam membantu Wali Nagan mempunyai tugas :













Pengelolaan Keuangan Nagari) membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari
disetujui oleh Wali Nagari.
5. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik
pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
6. Menghimpun seluruh tanda-tanda ~ bukti penerimaan dan
~ pengeluaran  serta dokumen-dokumen lainnya  yang
Al berh bungandengan uang maupun barang secara tertib dan
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(3)

(1)

(2)

menunjan kelancaran enyelenggaraan pemerintahan dan
jang peny 88

pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

uraian tugas Kepala Kampung meliputi sebagai berikut :

a.
b.

C.

membantu pelaksanaan pemerintahan nagari di wilayah kerjanya;
membantu pelaksanaan pembangunan nagari di wilayah kerjanya,
Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam
bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya;
Mengadakan musyawarah pembangunan Kampung guna
disampaikan dalam musyawarah pembangunan nagari;
Melaksanakan gotong royong secara berkala dan berkelanjutan;
Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta
mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung;
membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di
wilayah kerjanya;

membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di
wilayah kerjanya;

Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
wilayah kerja

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagaian Keempat
Kepala Seksi Pemerintahan
Pasal 8

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7)

huruf a bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas

operasional bidang Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.
b.

c'

pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
pelaksaan penyusunan rancangan regulasi nagari;
pelaksanaan administrasi kependudukan;



.




kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Pasal 9

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) huruf b bertugas membantu
Wali Nagan dalam Pelaksana tugas operamonal bidang Kesejahteraan

dan Peiayanjj_ syarakat di nagan :
(2] Dalam me tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
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sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai
bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari
dan Keputusan Wali Nagari di bidang pembangunan;

b. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan nagari bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Nagari (LPMN) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;

c. Membantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan unit kerja
Pemerintah dalam pembangunan nagari;

d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari.

e. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar
dan pendidikan luar sekolah di nagari;

f. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan di bidang
kesehatan dan keluarga berencana;

g. menyiapkan bahan untuk Kkepentingan perencanaan peningkatan
pengentasan kemiskinan;

h. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga serta wisata di nagari;

i. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan
kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT NAGARI
Pasal 10
Perangkat Nagari dilarang :
a. Menjadi pengurus partai politik;
b. Merangkap jabatan dengan Wali Nagari, Anggota BAMUS Nagari dan
Lembaga Kemasyarakatan;
c. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi perangkat
Nagari;
d. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau



martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Nagari dan masyarakat;

e. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi
kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari;

f. Menyalahgunakan  wewenang,  bertindak  sewenang-wenang,

melakuk:a.n penyeiewengan, dan bertindak diluar ketentuan peraturan

ang bertentangan dengan ketentuan
dan/ a.tau norma—mnna/ adat



Perangkat Nagari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap
melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali
Nagaridan/atau Keputusan Wali Nagari.

Pasal 14
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang







